	
Harian    	
	:
	Mercusuar  
	Kasubaud
Sulteng I

	Hari, tanggal
	:
	[bookmark: _GoBack]Rabu , 28 Agustus 2013
	

	Keterangan
	:
	Halaman 1 Kolom  2-7 : Hal 11 Kol 1-5
	

	Entitas
	:
	Kabupaten Donggala
	



[image: D:\5. Weekly News Monitoring\2013\08. Agustus\2013-08-28\scan0001.jpg]




[image: D:\5. Weekly News Monitoring\2013\08. Agustus\2013-08-28\scan0001 (2).jpg]





[image: D:\5. Weekly News Monitoring\2013\08. Agustus\2013-08-28\scan0002.jpg]\
image1.jpeg
KASUS BNNK DONGGALA

SPDP Belum Ada

PALU, MERCUSUAR - Keseriusan penyidik
Polres Donggala mengusut dugaan korupsi di
Badan Nakortika Nasional Kabupaten (BNNK)
Donggala, patut dipertanyakan.

Pasalnya, hingga saat ini Penyidikan (SPDP) kasus
Surat Pemberitahuan Dimulai tersebut belum dilayangkan

penyidik ke Kejaksaan Negeri
(Kejari) Donggala. Padahal
kasus itu telah masuk tahap
penyidikan.

“Setahu saya hingga saat ini
SPDPkasustersebutbelumada,
karena kalau ada tentu saya
sudah terima,” tutur Kepala

Kejari Donggala Bambang
Sutrisna SH melalui Kepala
Seksi Pidsus, Fahmi SH, saat
ditemui di Pengadilan Negeri
Palu, Selasa (27/8/2013).
Walaupun belum menerima
SPDP, sambungnya, namun ia
mengaku telah mengetahui

adanya penanganan kasus
tersebut oleh penyidik Polres
Donggala.

Sebagaimana diketahui, unit
Reserse Kriminal (Reskrim)
Kepolisian Resor (Polres)

Baca SPDP di hal.11
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Kejari Mengetahui Adanya Penanganan Kasus BNNK

Donggala masih terus me-
lakukan proses penan-
ganan hukum terkait du-
gaan korupsi di institusi
Badan Narkotika Nasional
Kabupaten (BNNK)
Donggala. Hanya saja, pro-
sesnya terkesan jalan ditem-
patalias mandeg. Beberapa
kali Kapolres Donggala dik-
onfirmasi terkait proses
penanganan hukumnya,
selalu berdalih masih dalam
penyelidikan.

Saat pertama kali warta-
wan Koran ini mengkon-
firmasi Kapolres Donggala
AKBP Guruh Arif Darmawan
pada Senin (29/4/2013),
jawabannya adalah masih
dilakukan proses penyeli-
dikan. “Masih dalam peny-
elidikan kalau sudah pasti
kita kabari,” kata Kapolres
Dongggala saat dikon-
firmasi via telpon, Senin
(29/4/2013) silam.

Jawaban yang terkesan
sama diperoleh wartawan
Koran ini ketika Kapolres
dikonfirmasi kemba-
li pada beberapa pecan
berikutnya.

”Masih lidik,” singkatnya
melalui pesan singkat dite-
rima media ini.

Ditegaskannya, dalam
mengusut dan menyelidiki
kasus dugaan korupsi di
BNNK Donggala, pihak-
nya tidak mau bertindak

gegabah karena masih da-
lam tahap pengumpulan
bukti-bukti.

Sementara bocoran yang
diterima dari pihak kepoli-
sian, menyebutkan bahwa
pengelolaan keuangan yang
saat ini diusut penyidik be-
rasal dari APBD Donggala
maupun APBN. Baik itu
dugaan pemotongan honor
kegiatan, dana penyuluhan
dan sosialisasi serta dugaan
surat perintah perjalanan
dinas (SPPD) fiktif.

“Kasus ini masih dalam
proseslidik (penyelidikan),”
tutur sumber yang enggan
di korankan.

Sumber menyatakan, saat
ini sejumlah pihak telah
dipanggil untuk dimintai
keterangan, khususnya
dari pihak BNK Donggala.
Diantaranya, Bendahara
Daerah termasuk salah satu
pihak yang telah dimintai
keterangannya oleh pihak
Tipikor.

Dokumen yang sempat
diperoleh Koran ini adalah
terkait dugaan manipulasi
data daftar penerima uang
transport peserta kegiatan
penyuluhan P4GN diling-
kungan sekolah Kabupaten
Donggala serta daftar hadir
peserta kegiatan penyu-
luhan P4GN dilingkungan
sekolah. Dalam dokumen
tersebut tercantum 200

peserta untuk kegiatan dua
hari, yakni mulai tanggal 9
Oktober sampai 10 Oktober
2012. Setiap peserta dalam
dokumen tersebut meneri-
ma uang transport sebesar
Rp75 ribu. Sumber menga-
takan, kegiatan tersebut se-
benarnya hanya dilaksana-
kan sehari, yakni pada 9
Oktober 2012 dengan total
peserta 42 orang, bukan
200 peserta. Sehingga, ke-
lebihan 158 nama, diduga
hanya rekayasa semata.

Itu didukung oleh doku-
men daftar hadir peserta
yang diperoleh redaksi.

Dalam dokumen daftar
hadir tersebut terkesan
ada unsur rekayasa nama
peserta menilik dari model
tulisan setiap nama peserta.
Padanomor urutsatu di daf-
tarabsensi, tercantum nama
Try Wahyuningsih B. Model

tulisan Try Wahyuningsih"

B sangat berbeda dengan
seluruh nama-nama peserta
hingga nomor urut 42, yakni
Armadi. Selanjutnya, mulai
nomor urut 43 atas nama
Sukriana hingga nomor
urut 200 atasnama Florina,
model tulisannya sangat
mirip. Pun dengan model
dan penekanan tulisan pada
tandatangan setiap peserta,
mulai urutan 43 hingga 200,
terkesan model penekanan
tulisannya sama.

Kejanggalan lainnya ada-
lah, item pembagian kelas.
Mulai pada peserta uru-
tan 1 hingga 42, pemba-
gian kelasnya secara acak.
Selanjutnya, pada urutan 43
hingga 200, pembagian ke-
lasnya sangat tersusun rapi.
Contohnya, nomor urut 65
dengan nama Andrea Bayu
hingga nomor urut 69 atas
nama lin Kurnia, tercan-
tum sebagai peserta kelas
XD. Sangat berbeda den-
gan peserta mulai nomor
urut 1 hingga 42, distribusi
pembagian kelasnya secara
berurut maksimal hanya
dua nama. Misalnya, pada
nomor urut 33 dan 34 den-
gan nama Dra Fitrian A dan
Sandra Irawati, masing-ma-
sing tercantum sebagai guru
pendamping. Hal yang sama
terlihat pada peserta nomor
urut 2 hingga 3, masing-
masing atas nama Miftah
sari dan Elfiana Ibrahim.
Pembagian kelasnya secara
berurut di kelas XI 1A2.

Menyikapi hal itu, Bupati
Lumbung Informasi Rakyat
(LIRA) Kabupaten Donggala,
Aslan Rembagau beberapa
bulan silam mengharapkan
agar pihak penegak hukum
dapat segera menuntas-
kan dugaan penyimpan-
gan di Badan Narkotika
Nasional Kabupaten
(BNNK) Donggala. Dengan

sambungan dari hal. 1

harapan agar dugaan itu ti-
dak terkesan menjadi fitnah.
“Intinya pihak kejaksaan
sesegera mungkin untuk
memeriksa dan menetap-
kan statusnya, bila sudah
cukup bukti,” ujarnya dari
balik telepon, pada Selasa
(30/4).

Ia menilai, banyaknya
persoalan terkait dugaan
penyimpangan uang Negara
yang terjadi di Indonesia,
harus menjadi perhatian
semua pihak. Karena sekecil
apapun dugaan penyim-
pangan yang dilaporkan ke
pihak berwajib, maka harus
ditindaklanjuti hingga tun-
tas. Jika dalam pengusutan
atau penyelidikan tidak di-
temukan bukti yang cukup,
maka pihak penegak hukum
harus segera menghenti-
kan penyelidikan dengan
mengembalikan nama baik
orang yang diduga telah
melakukan penyimpangan.
Ia mengaku belum menge-
tahui banyak apa yang telah
terjadi di BNNK Donggala.
Hanya ia berharap agar in-
stitusi atau lembaga Negara,
baik vertikal maupun SKPD
di Kabupaten Donggala
harus transparan dalam
mengelola keuangannya.
Karena hal ini menyangkut
uang Negara yang rentan
disalahgunakan. Apa lagi
di tahun politik ini, banyak
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cara dan jalan dari para
penguasa untuk meman-
faatkan uang Negara demi
kepentingan pribadi atau
golongan. “Prinsipnya jika
memang ada penyimpan-
gan, maka harus diusut
tuntas,” tutupnya. ack




